
BUPATI CIANJUR
PROV]NSI JAWA BARA'I

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 7'IAHUN 20T6

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUI<
SF]TIAP DESA DI KABUPATEN C]ANJURAAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT'IUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbds : bahrva unluk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Peraiu.an Pemerintah Nonor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturm Peme.intal Nomor 60 tahu
2014 tentang Dana Desa yang Bcrsumbcr dari Anggaran
Pendalatan dan Belanja Daeran, perlu meneiapkan
Peratura. Bupati bnrane Tala Ca.a Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa unruk Setiap Desa di
Kabupaten cianiur Tahun Anssaran 2016;

3.

undang undang Nomor 6 Tahun 201.1 rentang Desa
(Letubard Nega.a Relubiik Indonesja Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembdm Negara Republik
Indonesia Nomo. 5.+95);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (rEmbara. Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomo. 244, Tambdhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beb€rapakali diubah terakhir
densan Undang-Undaf,g Nomor I'lahun 2015 tentde
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23
Talun 2014 lentang Pemerinlahan Daerah (Lemba.m
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sa,
lrmbah. r er ba-al \"9.'a Rrp. blik Ldonp\ir

Peraruran Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peratu.an PeLaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tcniang Desa (Lembard Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 12s, 'rambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nono. 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturm
Pemerintah Nomor.+7 Tahun 2015 tentang Perubaha.
Atas Peratu.an Pemerintah Nomot 43 Tahun 201'1
lcniang Peraturan Pelaksanaan Undang Undarg
Nomor 6 Tahun 2014 ientang Desa (Lembaran Negaa
Republik Indonesia 'lahun 2015 Nomor 123,
T"mbaqrn -, ba . N B"-" Reprblik Indones'a



MEMUIUSI(ANI

PERA''URAN BUPATI TENTANG TA'IA CARA PEMBAGL{N
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SM]AP
DESA DI ]'{BUPATEN CIANJURTAHUN ANGGARAN 2016,

Pe.aturan Pem€.intah Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembdm Negara Republik
Indonesia Tanun 2014 Nomor 16a, Tambahan
Leftbaran Negara Republik lndonesia Noftor 555a)
sebagaimana telah diubah dengan Peraruran
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tcntang Peabahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 201.1
tenrang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeran Lemba.an Negara
Republik indonesia Tahun 2O1s Nomor aa, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndo.esia Nomor 569.r);

Peraturan Daeran Kabularen Cimjur Nomor 16 Tahun
2015 tentang Anssa.an Pendapalan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bulati iniyang dlmaksud dcnganl

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebui
dengan nama laln, selanjutnya disebut D€sa, adalah
kesatuan masyaral{at hukum yang memiliki batas
wilayah yans beNenang untuk mengatur dan
mengurus urusan leme.intahan, kepentingan
masyarakat setempat bcrdasarkan prakdsa
masyarakar, hak asal usul, dan/atau ha]{ i.adisional
ymg diakul dan dihormati dalam sjsteft pemerintahan
Negda Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang be.sudber darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Neeara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditrdsfer melalui Anggaran
Pendalatan dm Beianja Daerah Kabularen/l<ola dan
digunakan untuk membiayai pcnyelenegarad
leme.inlahan, pelaksanaan pcmbangunan, Pembinaa.
kemasyarakatm, dan pemberdayam masyarakat

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengd nama lan1 dibartu perangkat Desa
sebagai unsur lcnyeLenggara Pemerintahan Des.

,1. Jumlah Desa adalahjumlah Desa yang ditetaPkan oleh
Menrcri Dalam Negeri.



5. Anggaan Pendapalan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APB Desa, adaLan ren.ana
keuanean tahunan Pemerinrahan Desa.

Pasal2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di l<abulaten
Cimjur Tahun Angsararl 2016 sebasaimana tercantum
dalm Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Rin.im Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Cianju. Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dialokasikan secara derata dan be.keadilan

a. alokasi dasar: dan
b. alokasi lormula yang dihitung dengan menpe.hatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan indeks kesuliian geo$afis Desa di Kabupaten

PasaL 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalm
Pasal 3 hurua a, dihitung berdasdkan alokasi dasar
vb,pd,. n .'alj.- dib"si jLml"l D ." \rbEeajm.na
dilerapkd dalam Lmpiran Pe.aturan Presiden Nomor 137
Tahun 2015 tentang Rincian Angcaran Pendapatm dan
BeLoja Negda Tahun Anssaran 2016.

Pasal 5

(1) Alokasi lornula dihitunc berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dm
indeks kesulitm geoBrafis sebasaimana dimaksud
dalam Pasal 3 hurui b bersumber dari kementerian
yang beMendg dan/atalt lcmbaga yang
menyeienggarakan urusan peme.intalan di bidana

(2) Data jumlah penduduk, anska kemiskinan, luas
(rl-lan or 1 i' d.]r. 1r_sLi''dn EFogrJrrs \cb"garman"
dimaksud pada ayat (1) dlhitung dengan bobot:
a. 25ol. (dua puluh lima perseratus) untuk junlah

Penduduk Desa;
b. 35o/" (riga puluh lima perseratus) untuk angka

kemiskinan Desa;
c. l0% (sepuluh le$eratus) untuk luas wilayah

d. 30% (tiga puLuh perce.atus)
kesuLitan geog.alls.



(3) Tingkat kesulitan geograns sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) ditunjukkan oleb indeks kesulitan
geoerafis desa yang ditentukan oleh laktor yang te.dii

". ke e'."didEn pr3"didn. o-b."n.nd6.ai,
b. kondisi inlrastrukiu.; dan
c. aksesibilitas/trdsportasi.

Pasal6

Penghitungan alokasi lormula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal s dilakukan dengaD menggunakan
Iormula sebagai berikut:
w = I(0,25 xzI) + (0,35 x z2l + lo,lo x 23) + la,3a x z4)) x

w = Dana Desa setiap Desa yans dlhituns
berdasarkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
gcografis Desa

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap
total penduduk Desa se kabulalen

22 = rdsio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhada! total penduduk miskin Desa se-
kabupaten

Z3 = tusia luas wilayah Desa sctiap Desa tcrhadap
total penduduk miskin Desa se kabupaten

zA - tusia IKc setiap desa terhadap total IKG se-
kabupatefl

DDkab = pagu Dma Desa kabulaten
ADkab = besaran AD untuk setiap D€sa dikalikanjualah

Desa dalam kabulaten.

Pasal 7

(1) Penyalura. Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukud dari dari rekening kas umum
dacrah ke rekening kas umum desa

(2) Pemindahbukuan da.i rekening kas umum daerah ke
rekening kas uhum desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hdi kerja setelah Dana Desa djteritua di
rekening kas umum daerah.

{3) Penyaluran Dana Desa dllakukan sccara bertahap:
a. tahap I pada bulan April sebesd 40ol" (empa!

Puluh Per seratus);
b. tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (cmpat

puluh per seratus)i dd
c. taha! IIl pada bulan Okrobe. sebesar 20% (dua

puluh Per se.atus).



(a) Penyalu.an Dana Desa Tahap I dilakukm setelah
Kepala Desa menyampaikan:
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kelada

b. Lapoan realisasi lenggunan Dana Desa tahun
angcaran sebelumnlai

c. Kelala Desa meqrampaikan leratura Desa da
Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hurula dan hurul b kepada Bupati paling
lambat minggu kedua buia! Maret.

(5) Penyaluran Dana Desa Talap Il dilakukm setelah
Kepala Desa menyampaikan:
a. laporan realisasi pcnggunaan Dana Desa ialup I

kepada Bulau;
b. lapo.an realisasi penggunaafl Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud lada hurui a,
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap l
telah digunakan sebesar 50% (limaluluh per
seratus); dan

c Kcpala Desa menyampaikan laporan realisasi
PFr,EBL 's.n Dc-, Dc_d .LaD rbd8"'T"r d

dimaksud pada nurul a kepada bupati pallng
lambat minggu kedua bulan Juli.

(6) Penyalu.an Dana Desa Taha! III dilakukan setelah
Kelala Desa mcnyamlaikan:
a Penyaluran Dana Desa tahap III dilaLukan setelah

l(epala Desa menyampaikan laporaD reallsasi
penggunad Dana Desa tahap I dan tahap lI
kepada bupatij

b. Laporan realisasi lenggunaan Dana Desa tahap l
dan tahap II sebagaimana dihaksud pada huruf a
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I
dan rahap Il telah disunakan sebesar s0'/" (lima
puluh pe. seratus)i dan

c. Xepala Desa menyampaikan Laporan realisasi
penggunaan Dana Desa tahap i dan tahap II
sebagalmana dimaksud pada hurul a kepada
bupati paling lambat minggu kedua bulan

17\ Rincian Dda Desa yang diterima Desa setlaP tahun
diansaarkan dalam APBDesa.

Pasal a

(t) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
p€Laksanaan program dan kcgiatan Pembmgunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Prioritas lenssunad Dana Desa untuk program da,
kegiatan Pembangunan Desa dialokasikan dalam
rangka meningkatkan kesejahieraan masya.akat
Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanssulmsan kemiskina. yang meliluti:



a. p€mbangunan, pengerba.gan, danPemellharad
infrasruktur atau sdana dd prasarana nsik
untuk lenghidupan, termasuk ketahanan pmgan
dd pemukiman;

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliha.an
sarana dan prasdma keseharan masyarakat;

c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikm, sosial dan
kebudayaani

d. pengembdgan usaha ekonomi masydakar,
meliputi pembangunan dm pemeliharaan sarana
prasarana produksi dan distribusi; dan/atau

e. pembangunan dan pengembangan sarma-
prasarana energi terbarukan serta kegiatan
pelestarian lingkunEan hidup.

(3) Prio.itas penggunaan Dana Desa unluk program dan
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
dialokasikan untuk tuendanai kegiatan yang
bertujuan tueningkatkan kapasitas wdsa atau
masyaral<al desa dalam Pengembdga wirausalu,
peninglatd pcndapatan, serta perluasan skala
ekonomi individu varga atau kelompok masyarakat
dan desa yang meliputi:
a, peningkatan investasi ekonomi desa melalui

pensa<laan, pengembangan atau butuan alaa alat
produksi, pemodalan, dan peningkatan kapasitas
melalui pelatihan dan lemasansan;

b, dukungan kesiatan ekonomi baik yang
dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa
Be.sama, maupun oleh kelompok dan atau
lembaga ekonoftl masyarakat Desa lainnyai

.. bantuan penlngkatan kapasitas untuk program
dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

d, pengorgmisasian masyarakat, fasilitasi dan
pelatihan paralegal dan bantuan hukum
masya.akat Desa termasuk pembentukan Kader
Pemberdayaan Masyaraka! Desa (KPMD) dan
pengembansan kaPasitas Ruang
Masya.akat di Desa (Commani,! Cenire):

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta
gerakan hidup bersih dan schat, te.masuk
peningkatan kapasitas pengeiolaan posyandu,
poskesdes dan polindes, seria ketersediad ,feu
keberlungsian tenaga mcdis/srvamedikasi di Desai

I dDkungm terhadap kesiatan pengelolaan

g. pcningkatan kapasitas kelompok masyar:k,t
rn'rk Fne.c _ro"'uldn d.' pelF"rJr.an

lingkungan hidup; dan

h b o"'g k"E,o'd o. 
' 
b'-o.).dn e{onor' linn\.

yang sesuai dengan analisa kebutuhd desa dan
lelah dibrapkan dalam Musyawa.ah Desa.



Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dalm masa 1 (satu)
tahun anegaran te.hilung mulai 1 Januari samPai dengm
tadjIeal31 Desember.

Pasai 10

(1) Setiap Pengelua.an belanja atas beban APBDesa
harus didukung dengan buktiyane lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (11 harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas
kebenaran material yang timbul dari penggunaan
bukri dimaksud.

(31 Peneeluara! kas desa yma mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapar dilakukan sebelum rancangan
peraruran desa tentang APBDesa ditcrapkan menjadi

(a) Bendahara desa sebasai $,ajib pungut pajak
penshasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
m€nyetorkan seluruh penerimaan potonsm dan pajat
yalB o.pungL r va kr rfkfr In8 1,5 nesua !'-Jc.
dengan ketenauan peraturan perundanc-u.dangan.

Pasal 11

(1) Kepala Desa densan dlkoordinasikan oleh camat
setempat menyampaikan laporan reaLisasi
penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa'lahuna,

(2) Penyamlaian laporan reallsasl pensgunaan Dda
D€sa selagaimana dlmalsud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:
a. Tahap I palins lambat minggu keedPat bulan Juli

tahun angsaran be.jalanl
b. Tahap 1l paling lambat minggu keempat bulan

septcmber tahun anssaran berjalani da.
c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

TanuDan paling lambat hin88u keempat bulan
Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal
kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau
1aloran realisasi penggunaan semester sebeLumnya.

.z Pc dnd&n s_b!e. ', a J)3 1 drl"kukal smp".
d€nsan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan
realisasi penegunaan tahun anggaran sebelumnya.



menAakibatkan SiLPA tidak
(41 SrLPA D"na Dcsc \dA ..dsk w-rrr .-baBErmdr4

dira." rd p-d. "\ dr lJt. oej rpd s.s6 D"F" D"sa ,aoe
melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dda Desa
yang diterima Desa.

(5) Penegunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hurui a
tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(6) Pensuranea Dana Desa dilaporkan oleh Bupati
kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
Perimbangan Keumgan.

Pasal 13
De "tLr"n Bupar. ir i mL.a b-.akr Dco. rdneg!.oJnodgl,r A8.. .eldp oronE nene- arh-.nra,
memefintahkan pedgundangm Peraiu.an Bulati jnj
dengan penemparannya dalam Be.ita Daerall

{3) Bupati mengurangi penyaturan
ditemukan penylmpansan

dana desa daLam hal
pelaksanaan yang

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Januari 2016
EUPA'II CIANJUR,

TJETJEP MUCHTAR SOI,F]H

Diundanskan di cianjur
pada tanggal 19 Janudi 2016
SEXRDTAR

c

I<ABUPATENBERITA DAERAH CIANJUR'|AI]UN 2016 NOMOR 7



6s !r $.11 4sr5s.q

oie!!-l i h.l,/

| 24r-r }.s"@,'l

I r6:oql -64-$r

d, -,!rl : r+i4

r4q,!! I i:#it:

i
+l
+l
ul

II

fl l sslxil





-,t;"!ffT,irsdo.Fl

riulnr L iomrer

,r,-i1B rrl $rr3l r?r'ri6,



MtRii]j


